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SIDANG DIBUKA PUKUL 08.11 WIB

KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP
Bupati Rokan Hulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda sidang kita pada hari ini adalah kesempatan untuk ...
pertama kesempatan untuk Pemohon untuk menyampaikan
Permohonannya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, silakan dulu para
pihak memperkenalkan diri. Pertama mulai dari Pemohon, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam kesempatan ini, saya mewakili Pemohon atas nama Hafid
Sukri mewakili Pemohon, Teja Sukmana, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Pihak Termohon hadir ya
secara offline. Silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini, Pak?

TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir secara langsung kami sendiri selaku Termohon. Saya
Azhar Hasibuan, S.H. Sebelah kiri saya, Pak Cepi Abdul Husen.
Sementara yang hadir secara daring di KPU RI ada Bapak Firdaus dari
KPU Provinsi, Pak.
KETUA: ASWANTO

Baik. Bapak sebagai Komisioner, ya?

TERMOHON: AZHAR HASIBUAN

Siap, Yang Mulia.
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KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Bawaslu juga hadir, ya. Silakan
memperkenalkan diri.

BAWASLU: FAJRUL ISLAMI

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia.

Izinkan kami dari Bawaslu, kami Fajrul Islami Damsir, Bawaslu
Rokan Hulu, pihak pemberi keterangan bersama hadir secara langsung di
sini mewakili dari Bawaslu Provinsi Riau Bapak Amiruddin Sijaya. Secara
daring hadir rekan kita, Yurnalis Alamsyah dan Fanny Ariandi, Yang
Mulia. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih.

Saudara Pemohon, ini ada surat dari Saudara untuk menarik
perkara ini. Apakah itu betul?
KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA

Ya. Betul, Yang Mulia. sebagaimana yang telah disampai ... kami
sampaikan sebelumnya, kami menarik kembali Permohonan yang telah
disampaikan, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Ini karena Saudara hadir secara online, apakah Saudara
membawa surat penarikan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA

Surat penarikan tersebut sudah ... telah kami serahkan, Yang
Mulia.

KETUA: ASWANTO
Ya, kita ingin (...)
KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA

Pada hari (...)



15.

16.

17.

18.

KETUA: ASWANTO

Baik. Kita ingin cocokkan, apakah surat permohonan penarikan itu
yang Saudara kirim dan kami telah terima sesuai dengan yang ada pada
Saudara? Saudara punya?

KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA
Ada, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau bisa dibacakan ya, biar kita yakin bahwa memang
Saudara telah menarik dan permohonan yang kami terima sama dengan
yang Saudara pegang. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA

Baik, Yang Mulia. baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah
Konstitusi di Jalan Merdeka Nomor ... Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat. Dengan hormat, perkenankanlah kami Unoto Dwi Yulianto dan
kawan-kawan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ir. Hafid
Sukri dan Erizal selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu 2020
Nomor Urut 3 dalam hal ini Pemohon sebagaimana Surat Kuasa
tertanggal 5 Januari 2021, dengan ini bermaksud menyampaikan hal-hal
sebagai berikut.

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan laporan pelaksanaan
hasil penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor Nomor ... sebentar, Yang Mulia, Nomor 70/PHP.BUP dan
seterusnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu
Tahun 2020 dan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 dan seterusnya sepanjang
hasil perolehan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan
perkebunan PT Torganda, tertanggal 27 April 2021 ke Mahkamah
Konstitusi yang diterima pada tanggal 27 April 2021 pada pukul 23.13
sebagaimana tanda terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 12
dan seterusnya.

2. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan telah
menerbitkan akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 144 dan
seterusnya bertanggal 29 April 2021.

3. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

3



19.

20.

21,

Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Pemohon dapat
mengajukan penarikan kembali permohonan secara tertulis paling
lambat sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena alasan satu dan
hal lain, dengan ini mewakili Prinsipal, kami mengajukan penarikan
kembali permohonan atau ... atas perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan penarikan
... permohonan atas perkara a quo. Demikian penarikan permohonan
Pemohon yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, kami sudah menyimak apa yang Saudara sampaikan dan
sama dengan apa yang Saudara sudah masukkan yang sekarang kami
pegang. Surat Saudara bertanggal 3 Mei, ya? 3 Mei 2021, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: TEJA SUKMANA
Ya, betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Betul, 3 Mei 2021. Baik. Saudara Termohon dan Pihak Bawaslu
karena perkara ini sudah ditarik dan sebelum sidang ini kami mulai,
Panel sudah membicarakan kalau permohonan atau permohonan
penarikan itu dikabulkan sepanjang dokumen yang kami terima sama
dengan yang disampaikan oleh Pihak Termohon ... Pihak Pemohon.
Terima kasih untuk Bawaslu dan untuk KPU yang sebagai Termohon.

Dan kepada Pihak Terkait, ada surat permohonan untuk menjadi
Pihak Terkait, ini surat tanggal 5 Mei atas nama H. Sukiman dan H. Indra
Gunawan, ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu.
Karena perkara ini sudah dicabut, maka tidak ada relevansinya lagi kami
menetapkan Saudara sebagai Pihak Terkait. Jelas, ya?

Baik, dengan demikian, sekali lagi untuk Pemohon, Termohon,
Pihak Bawaslu, dan Calon Pihak Terkait bahwa untuk Perkara Nomor
140/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHPU Bupati Rokan Hulu ini dianggap
selesai dan sidang tidak kita lanjutkan karena Mahkamah telah menerima
surat apa namanya ... surat permohonan penarikan. Tetapi, bagaimana
tindak lanjut dari perkara ini Panel akan melaporkan ke Rapat
Permusyawaratan Hakim dan untuk sidang selanjutnya ditentukan
kemudian dan akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Jelas, ya?
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CALON PIHAK TERKAIT:
Baik, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kami akan melaporkan bahwa melaporkan ke Rapat
Permusyawaratan bahwa perkara ini ada penarikan dan nanti keputusan
terakhir ada pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami, Panel sudah
mendiskusikan bahwa sepanjang surat permohonan yang kita terima
dengan apa yang akan disampaikan tadi ... apa yang telah disampaikan
tadi oleh Pihak Pemohon, kami berkeyakinan bahwa perkara ini memang
sudah ditarik, tetapi keyakinan itulah nanti yang kami akan laporkan
kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga untuk tindak lanjut
perkara ini, para Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Bawaslu tinggal
menunggu pemberitahuan dari Mahkamah. Baik, terima kasih. Ada yang
mau disampaikan?

CALON PIHAK TERKAIT:

Interupsi, Yang Mulia. Calon Pihak Terkait, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Silakan, Calon Pihak Terkait, bagaimana, Pak?
CALON PIHAK TERKAIT:

Terima kasih. Apakah setelah Mahkamah nanti melakukan RPH,
setelah itu nanti akan dilakukan penetapan oleh Mahkamah? Apakah
calon Pihak Terkait juga nanti akan diundang kembali ataukah sudah
cukup tidak mengikuti persidangan berikutnya? Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, Pak. Baik, kami juga akan laporkan ke Rapat
Permusyawaratan bahwa ada calon, ada calon Pihak Terkait, tetapi
karena perkara ini sudah dicabut, itu tidak ada relevansinya lagi untuk
Pihak Terkait. Sehingga, apakah akan diundang nanti atau tidak pada
sidang berikutnya tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim.
Jelas, ya, Bapak Pihak Terkait? Sebenarnya Bapak ini belum ditetapkan
sebagai Pihak Terkait, sebenarnya belum punya hak bicara, tetapi kita
memberikan kebijakan boleh Bapak menyampaikan ... apa namanya ...
apa yang ingin Bapak sampaikan, tetapi sebenarnya secara formal Bapak
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belum punya hak bicara karena belum ditetapkan sebagai Pihak Terkait.
Oleh sebab itu, nanti kami juga akan laporkan ke Rapat
Permusyawaratan Hakim bahwa ada pasangan calon yang mengajukan
permohonan sebagai Pihak Terkait. Jelas, Pak, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.23 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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